














Ir. H. Joko Widodo (21 Juni 1961) atau yang dikenal dengan Jokowi  memulai karir 
politiknya dengan menjabat sebagai Walikota Solo/Surakarta di tahun 2005. Prestasi Jokowi 
saat menjadi Gubernur Solo/Surakarta membuatnya dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta 
pada tahun 2012. Kegiatan padat Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan semakin 
meningkat popularitasnya membuat banyak masyarakat yang menginginkan Jokowi 
mencalonkan diri sebagai presiden pada pilpres 2014. Jokowi resmi menjadi calon presiden dari 
partai PDIP dan pada tanggal 20 Oktober 2014 Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden RI ke-7. 
Selain itu Jokowi menjadi Presiden pertama yang bukan berasal dari kalangan elite politik dan 
militer (BBC News, 2015).  
Sebelum menjabat sebagai Walikota Solo/Surakarta Jokowi adalah seorang pengusaha 
lokal (Pepinsky, 2014). Sebagai Walikota, Jokowi secara luas ditugaskan untuk mengawasi 
berbagai reformasi pemerintahan daerah di Kota Solo/Surakarta, menolak korupsi dan 
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merampingkan lingkungan bisnis lokal tanpa menyusahkan masyarakat dan tetap 
memenangkan pilkada kembali dengan suara sekitar 90 persen pada tahun 2010 (Pepinsky, 
2014).  
Menurut Pepinsky (2014) selain berfokus pada gaya pribadinya, gaya kepemimpinannya 
yang tegas, pandangan pragmatisnya, dan daya tarik populisnya, mungkin lebih rasional untuk 
memikirkan implikasi/efek Jokowi terhadap politik partai di Indonesia. Selain itu Jokowi sejak 
sebelum menjadi presiden sudah dikenal dengan kegiatan safari politiknya atau yang lebih khas 
disebut blusukan dan sudah menjadi semacam trademark bagi dirinya (Geovanie, 2017). Selain 
dikenal dengan gaya blusukannya Jokowi memiliki kesederhanaan gaya penampilan 
dikesehariannya. Hal tersebut dapat diketahui melalui pemberitaan oleh Vaswani (2014) untuk 
BBC News, Jakarta (Vaswani, 2014). 
“Itu karena gaya khasnya Jokowi sebagai orang Jawa, dalam suatu waktu Pak Jokowi diam-
diam mengamati sebuah orkestra jalanan, menikmati musik tanpa keamanan, kemegahan atau 
keriuhan. Dengan mengenakan kemeja linen putih sederhana, celana panjang hitam dan sandal 
kulit, dia terlihat seperti orang lain/ rakyat biasa (Vaswani, 2014).” 
Karakter Presiden Jokowi yang menurut Geovanie (2017, h. 79) lebih dari sekedar “orang 
biasa” yang berwajah “ndeso”, keistimewaan Presiden Jokowi adalah pada kebersahajaan dan 
kesederhanaannya. Terpilihnya Presiden Jokowi membuktikan pada siapa pun, dan memberi 
harapan pada siapa pun, bahwa untuk menjadi presiden tidak harus berasal dari keluarga 
ningrat, keturunan orang-orang hebat (Geovanie, 2017). Terdapat beberapa cerita menarik 
tentang kesederhanaan Presiden Jokowi menurut Geovanie (2017, h. 81) diantaranya adalah, 
Presiden Jokowi tidak mau menggunakan mobil yang lebih (mewah) dari Toyota Kijang 
Innova. Kemudian Presiden Jokowi sering menggunakan penerbangan komersial dengan kelas 
ekonomi (Geovanie, 2017).  
 
Melihat gaya hidup Presiden Jokowi, salah satu anggota tim suksesnya, Dr. Arif 
Budimanta sangat yakin pemerintah bisa melakukan efisiensi besar-besaran (Geovanie, 2017). 
Kesederhanaan Presiden Jokowi dapat berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang nantinya 
akan diambil, terutama disektor anggaran perjalanan dinas. Presiden Jokowi mengambil 
langkah pertama dengan merombak mekanisme kerja keprotokoleran Istana Negara yang high 
cost, banyak yang menghabiskan uang negara dan ditengarai menjadi lahan korupsi (Geovanie, 
2017). Selain itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana terkadang tetap memakai pesawat komersial 
dengan pengawalan ketat meskipun berhak dalam menggunakan pesawat kepresidenan dan lain 
sebagainya (Geovanie, 2017). Hal tersebut diyakini oleh Geovanie (2017, h. 82) bahwa 
kesederhanaan pemimpin yang diikuti dengan pola-pola efisiensi dalam menggunakan 
anggaran negara bisa menjadi modal awal yang konstruktif untuk menjalankan pemerintahan 
yang baik.  
Terkait dengan gaya hidup maupu gaya kepemimpinan Presiden Jokowi tidak lengkap 
rasanya jika tidak membahas mengenai ketertarikan Presiden Jokowi terhadap media. Sejak 
menjadi Walikota Solo/Surakarta pada tahun 2005 Presiden Jokowi mulai dikenal dan 
kemudian menjadi media darling dan disoroti oleh berbagai media (Geovanie, 2017). Melalui 
pemberitaan-peberitaan tersebut citra Presiden Jokowi sebagai sosok presiden „merakyat‟ mulai 
terkenal. Hal tersebut didukung dengan penggunan social media network yang dilakukan oleh 
Presiden Jokowi. Presiden Jokowi membuat program e-blusukan yang merupakan kegiatan 
interaksi antara Presiden Jokowi dengan rakyat tanpa harus melewati proses birokrasi 
pemerintahan yang  rumit dan rakyat tidak harus mengunjungi kantor pemerintah daerah 
setempat (Kusumadewi & Armenia, 2015). Presiden Jokowi juga memiliki official website 
serta beberapa akun social media network sebagai salah satu sarana penyebaran pesan kepada 
masyarakat. Website dan akun sosial media tersebut dikelola langsung oleh Presiden Jokowi 
bersama tim komunikasi sosial yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara 
RI. Keberadaan website dan beberapa akun social media network dapat memudahkan 
masyarakat untuk mengetahui kegiatan Presiden Jokowi. Akun media sosial Instagram 
Presiden Jokowi, @jokowi. Adapun video kerja dan kunjungan dapat diakses melalui akun 
YouTube Presiden Jokowi. Bagi masyarakat yang menggunakan Facebook dapat mengunjungi 
akun  Presiden Jokowi yang telah aktif sejak 20 Oktober 2014 dan Twitter (@jokowi) yang 
mulai aktif sejak 21 Juni 2015. Masyarakat dapat memberikan pendapat dan menyampaikan 
komentar melalui akun-akun sosial media milik Presiden Jokowi tersebut. Masyarakat dapat 
mengakses http://presidenri.go.id untuk mengetahui aktivitas Presiden Jokowi seperti, 
blusukan, info kementerian, program prioritas dan lain sebagainya.  
4.2 Pemberitaan Media Mengenai Presiden Jokowi Tahun 2014 
Tahun 2014 menjadi tahun yang sangat penting bagi Jokowi. Pada tahun 2014 Jokowi 
terpilih sebagai Presiden RI ke-7 pertama yang bukan berasal dari kalangan elite politik dan 
militer. Kejadian tersebut banyak menarik perhatian berbagai media mengenai sosok Jokowi. 
Oleh karena itu pada sub-bab ini peneliti membahas mengenai beberapa pemberitaan yang 
muncul di tahun 2014 terkait dengan sosok Jokowi. 
4.2.1 Terpilihnya Jokowi Sebagai Presiden RI ke-7 
Pramita dan Parikesit (2014) dalam website tempo.co mengatakan bahwa Komisi 
Pemilihan Umum mengagendakan kampanye calon presiden pada 4 Juni - 5 Juli 2014 dan 
menyediakan masa tenang pada 6-8 Juli 2014. Pemilihan calon presiden dan wakil pesiden 
dilaksanakan pada 9 Juli 2014. Ketua tim kampanye Jokowi-Kalla, Tjahjo Kumolo, mengatakan 
ada kemungkinan Jokowi berada di Jakarta pada hari pertama kampanye karena Jokowi 
dipanggil Badan Pengawas Pemilu untuk menjelaskan tuduhan mencuri start  kampanye 
(Parikesit & Pramita, 2014).  
Hasil rekapitulasi suara pemilu presiden 2014 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) menyatakan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Jokowi-JK unggul atas 
pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Wardah, 2014). Berdasarkan penghitungan suara 
yang dikumpulkan di 33 provinsi dan luar negeri menurut Wardah (2014) dalam 
voaindonesia.com, pasangan Jokowi-JK memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara atau 
53,15 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576,444 suara atau 46,85 
persen. Selisih suara keduanya yaitu 8.421.389 suara, dari total suara sah sebanyak 133.574.277 
suara. Kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik menetapkan pasangan 
Jokowi-JK sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 (Wardah, 2014). 
Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik memastikan semua saksi menerima dan 
Bawaslu pun tidak mempermasalahkan penetapan KPU tersebut. Husni mengatakan, "jumlah 
total perolehan suara nomor urut 1 memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen, sedangkan 
pasangan nomor urut 2 capres memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen" (Wardah, 
2014). 
Setelah resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Jokowi-JK dilantik pada Senin 20 
Oktober 2014 (Ihsanuddin, 2014). Acara pelantikan dilakukan di Gedung MPR, Senayan, 
Jakarta, pukul 10.00wib. Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta 
Ali dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Setelah pengucapan sumpah, 
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pertamanya sebagai kepala negara. Seusai prosesi 
pelantikan, Jokowi-JK disambut oleh masyarakat yang sudah mempersiapkan kirab budaya, 
sebuah pesta untuk merayakan datangnya pemimpin baru Indonesia. Jokowi-JK tak langsung 
menuju istana, melainkan mampir terlebih dahulu ke Bundaran Hotel Indonesia untuk 
mengendarai kereta kuda yang membawa keduanya ke Monas. Di bagian selatan Monas, sudah 
dibangun panggung untuk keduanya menyapa rakyat yang sudah berkumpul (Ihsanuddin, 2014).  
4.2.2 Jokowi Pasca Pelantikan Sebagai Presiden RI 
Menurut pemberitaan majalah tempo edisi 31 Agustus 2014, Presiden Jokowi telah 
menyiapkan beberapa kegiatan diantaranya adalah menyiapkan kabinet pemerintahan, membuat 
rancangan kerja pemerintahan di masa transisi, dan merancang mekanisme pergantian dan 
pelantikan posisi Gubernur Jakarta yang akan dijabat oleh Basuki Tjahaja Purnama (Sugiharto, 
dkk., 2014). Presiden Jokowi membentuk tim transisi untuk menyiapkan rencana kegiatan 
tersebut. Tim Transisi memiliki tugas dalam membantu kinerja Presiden Jokowi dengan 
merancang arsitektur kabinet dan kantor kepresidenan, menggalang koalisi partai penyokong 
pemerintah, menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja negara 2015, serta membantu 
Presiden dalam merancang program-program baru yang akan dijalankan oleh pemerintah 
(Sugiharto, dkk., 2014).  
Tim Transisi yang telah dibentuk mengalami sedikit kendala karena Wakil Presiden Jusuf 
Kalla berbeda pendapat pada masalah perampingan kabinet. Menurut Sugiharto, dkk (2014) tim 
transisi berencana merubah struktur kabinet dengan hanya memasukkan 27 kursi dari format 
sebelumnya yaitu 34 kursi. Tetapi, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sependapat dengan ide tim 
transisi karena menurut Jusuf Kalla Indonesia sangat luas wilayahnya jika hanya diampu oleh 
sedikit kementrian (Sugiharto, dkk., 2014). Presiden Jokowi mengatakan bahwa kantor 
kepresidenan harus berisi dengan orang-orang yang dapat bergerak cepat mengikuti gerak 
presiden. Salah seorang pejabat di kantor Sekretariat Negara menyebutkan total semua awak 
lembaga kepresidenan Pada era Presiden Yudhoyono mencapai 2.700 lebih dari semua golongan. 
Mereka tersebar, antara lain, sekitar sekitar 1.700 orang di Sekretariat Negara, 500 orang di 
Sekretariat Kabinet, dan 500 orang di Sekretariat Wakil Presiden. Sisanya, sekitar 60, di UKP4 
(Sugiharto, dkk., 2014). Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta kantor transisi membuatkan 
struktur perampingan.  
Setelah berulang kali dikaji, akhirnya Presiden Jokowi setuju dengan format baru yaitu 
lembaga kepresidenan hanya berdiri pada dua pilar yaitu sekretariat negara dan kantor 
kepresidenan. Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Wakil Presiden akan bergabung dalam 
Sekretariat Negara sedangkan UKP4, UP4D, dan para staf khusus melebur ke kantor 
kepresidenan (Sugiharto, dkk., 2014). Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembagian kantor 
tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkuat sistem presidensial yang selama ini dinilai 
kurang maksimal. Peran presiden sebagai single chief executor akan menjadi semakin jelas 
karena presiden bisa langsung mengeksekusi program, mengawasi menteri, dan memantau 
kemajuan di lapangan (Sugiharto, dkk., 2014).   
Tujuan utama dalam membentuk tim transisi tersebut untuk menyelaraskan program dan 
kebijakan pemerintah dari presiden periode sebelumnya dengan program dan kebijakan 
pemerintah pada periode saat ini (Hidayat & Teresia, 2014). Menanggapi hal tersebut, Presiden 
Jokowi tidak ingin membuang waktu dan langsung bergerak cepat dengan memanggil Rini, 
Andi, dan Hasto untuk merapatkan pembentukan tim transisi yang merupakan anggota tim utama 
selama masa kampanye calon Presiden Jokowi dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla (Hidayat & 
Teresia, 2014). Pada saat rapat pembentukan Tim Transisi, Rini memberikan konsep struktur tim 
yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris dan terdapat juga juru bicara. Konsep struktur 
tim tersebut juga membawahi empat kelompok kerja. Namun, Presiden Jokowi tidak setuju 
dengan konsep struktur tim tersebut karena beliau menginginkan struktur tim yang sederhana 
(Hidayat & Teresia, 2014). Presiden Jokowi mengubah konsep struktur tim tersebut yang terdiri 
atas Kepala Staf dan empat Deputi. Hasil rapat tersebut menghasilkan struktur tim transisi 
dengan komposisi Rini sebagai Kepala Staf, Andi Widjajanto dan Hasto Kristyanto sebagai 
Deputi. Lebih lanjut, terdapat Anies Baswedan dan Akbar Faisal. Menurut Presiden Jokowi, lima 
anggota Tim Transisi tersebut merupakan kombinasi professional, politikus, dan akademisi 
(Hidayat & Teresia, 2014). 
Pembentukan tim transisi tersebut dilakukan sejak akhir bulan September tahun 2014. 
Tugas dari tim transisi adalah menerjemahkan visi-misi dan janji Jokowi dan Jusuf Kalla selama 
masa kampanye dalam menjadi rancangan kebijakan pemerintahan mendatang (Jacobs, 2014). 
Presiden Jokowi berpendapat bahwa Tim Transisi juga menyiapkan arsitektur kabinetnya yang 
akan digunakan ketika Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian 
Presiden Jokowi menuturkan bahwa tidak akan ada kementrian “anak tiri” seperti pada era 
Presiden Indonesia sebelumnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kementrian yang dimaksud 
adalah Kementrian Daerah Tertinggal yang terlihat hanya sebagai pelengkap. Menurut Presiden 
Jokowi Kementrian Daerah Tertinggal tersebut akan menjadi ujung tombak untuk memajukan 
daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Mengenai kabinet yang akan dibentuk, Presiden Jokowi 
akan menamakannya dengan “Kabinet Kerja” dan akan diampu sebagian besar oleh kalangan 
professional (Jacobs, 2014). 
4.2.3 Perombakan Kabinet dan Konflik Menteri 
Tim transisi mengusulkan untuk merombak struktur kabinet melalui lima opsi yaitu, 
pilihan pertama dengan tidak merubah struktur kabinet yang berjumlah 34 kursi, pilihan kedua 
merubah struktur kabinet dengan memasukkan 27 kursi dan penggabungan kementrian, pilihan 
ketiga adalah perampingan struktur kabinet dengan hanya memasukkan 20 kursi sesuai dengan 
kebutuhan fungsional, pilihan keempat adalah struktur kabinet  dengan 27 kursi yang berbasis 
konsep trisakti diadaptasi dari ajaran Presiden Soekarno, dan pilihan kelima adalah 
menggabungkan dua opsi sebelumnya, yaitu struktur 34 kursi dan berbasis konsep trisakti 
(Widiarsi, Teresia, & Aditya, 2014). Kelima opsi tersebut menghapus semua posisi wakil 
menteri, terkecuali untuk Kementrian Luar Negeri karena kegiatannya yang padat di dalam 
negeri maupun di luar negeri (Widiarsi, Teresia, & Aditya, 2014). Menurut Andi Widjajanto 
pilihan keempat yang mengusung 27 Menteri menjadi bahan diskusi panjang karena 
berhubungan dengan program unggulan Presiden Joko Widodo, nawacita (Widiarsi, Teresia, & 
Aditya, 2014). Selain itu Wakil Presiden Jusuf Kalla terlihat menolak usulan struktur kabinet 
oleh tim transisi dikarenakan ide perampingan struktur kabinet tersebut harus dikaji dengan 
matang dan membutuhkan waktu yang panjang sementara “pekerjaan rumah” negara banyak 
yang belum terselesaikan (Widiarsi, Teresia, & Aditya, 2014). 
Permasalahan penetapan kabinet tersebut bermula pada penolakan dari Presiden Jokowi dan 
Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap keinginan Megawati bahwa Rini Soemarno dan Budi 
Gunawan agar terpilih masuk kedalam Kabinet era Presiden Joko Widodo (Sugiharto, dkk., 
2014). Penolakan tersebut didasarkan pada rekomendasi Komisi Anti Korupsi (KPK) dan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memberi tanda kuning dan merah 
pada Rini Soemarno, Budi Gunawan yang mengisyaratkan bahwa mereka terlibat dalam perkara 
korupsi (Sugiharto, dkk., 2014). 
Seorang politikus yang mengetahui pertemuan di rumah Megawati menuturkan bahwa 
Megawati mempertanyakan langkah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam 
meminta lembaga Komisi Anti Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 
Keuangan agar menelusuri rekam jejak Rini Soemarno dan Budi Gunawan tanpa diketahui oleh 
Megawati (Sugiharto, dkk., 2014). Kemudian Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
sepakat dalam menjawab pertanyaan tersebut bahwa mereka menginginkan susunan kabinet yang 
bersih dan kredibel. Lebih lanjut, mereka berpendapat hasil penelusuran dua lembaga tersebut 
layak menjadi acuan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan calon seseorang yang akan 
terpilih masuk kedalam kabinet (Sugiharto, dkk., 2014). Perdebatan tersebut merupakan puncak 
ketegangan dalam penyusunan kabinet yang sebelumnya telah terjadi sejak akhir September 
tahun 2014. Ketegangan lainnya terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan menyerahkan daftar hasil penelusuran rekam jejak atas 43 
calon Menteri pada era Presiden Jokowi. Terdapat transaksi mencurigakan dari tiga nama calon 
Menteri yang kemudian dimasukkan dalam kategori label merah oleh dua lembaga tersebut 
(Sugiharto, dkk., 2014).  
4.3 Pemberitaan Media Mengenai Presiden Jokowi Tahun 2015 
Memasuki tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi banyak pemberitaan mengenai 
rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh Presiden Jokowi. Selain itu kasus-kasus yang perlu 
dihadapi oleh Presiden Jokowi tidak hanya dalam skala nasional tetapi internasional. 
4.3.1 Rintangan Tahun Pertama Presiden Jokowi 
BBC News (2015) mengulas tentang perjalanan pemerintahan Indonesia pada masa-masa 
awal Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Pada awal masa pemerintahannya, 
Jokowi menemui beberapa rintangan, yakni keraguan para politikus akan kemampuan 
berpolitiknya dalam lingkup nasional maupun internasional hingga kontroversi yang berada di 
keputusan krusialnya (BBC News, 2015). 
“Jokowi memulai kontroversi pertamanya pada lingkup internasional di bulan April 2015 ketika 
dia menghadapi tekanan global untuk memaafkan/melepaskan dua anggota Australia dari 
komplotan penyelundup narkoba atau yang biasa disebut dengan “Bali Nine” dari hukuman 
mati. Namun Jokowi menolaknya dengan mengatakan sikap tegas terhadap obat-obatan ilegal 
diperlukan untuk melindungi Indonesia (BBC News, 2015).” 
 
Kejadian tersebut membuat para kritikus mengatakan bahwa Presiden Jokowi membuat 
kebijakan yang kacau, janji politik yang dipertanyakan, dan kurangnya kepemimpinan (BBC 
News, 2015).  Pertumbuhan ekonomi terus melambat, sehingga Presiden Jokowi memutuskan 
untuk mengompres kabinetnya. Namun disisi lain Presiden Jokowi mendorong reformasi yang 
telah lama tertunda, seperti pengurangan subsidi bahan bakar, memulai lebih banyak proyek 
infrastruktur untuk memperbaiki transportasi, dan meluncurkan paket stimulus (BBC News, 
2015). Selain permasalahan „Bali Nine‟ di tahun 2015 Presiden Jokowi berurusan dengan 
permasalahan Kabut Asap di daerah Sumatera dan Kalimantan. Armenia (2015) melalui CNN 
Indonesia memberitakan bahwa Presiden Jokowi tengah mengupayakan penanganan kabut asap 
akibat pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan secara lebih cepat. Anggota Tim 
Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia 
menuturkan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga dalam 
penanganan kebakaran hutan dan lahan (Armenia, 2015). Terlepas dari kontroversi tersebut, 
Presiden Jokowi tetap populer dikalangan masyarakat Indonesia yang berharap dapat melihat 
lebih banyak hasil dari sosok Jokowi (BBC News, 2015).  
4.3.2 Transisi-Transisi Pada Masa Presiden Jokowi 
Presiden Jokowi juga membentuk tim  komunikasi yang beranggotakan Teten Masduki dan 
Sukardi Rinakit (Maulidar, 2015) Tugas tim komunikasi adalah menyampaikan informasi dari 
Istana kepada masyarakat luas melalui media. Tim ini dibentuk agar tak ada informasi yang 
simpang-siur dan berbeda tentang pemberitaan di lingkup Istana dan kementerian. Teten 
Masduki pernah membantu Andi Widjajanto sebagai staf khusus Sekretaris Kabinet. Sedangkan 
Sukardi Rinakit baru ditunjuk sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Maulidar, 
2015).  
Anggota Komisi Pemerintahan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arteria 
Dahlan, mengapresiasi penunjukan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan 
(Adityowati, 2015). Arteria Dahlan yakin Teten Masduki mampu membenahi sistem kelola 
lembaga tersebut. Menurut Arteria kehadiran Teten mampu membantu Presiden Jokowi untuk 
mengawal dan membuat kebijakan-kebijakan strategis. Arteria juga berharap Teten mampu 
memperbaiki komunikasi politik presiden dengan lembaga lain agar program nasional berjalan 
(Adityowati, 2015). 
Selain itu terdapat keputusan Presiden Jokowi yang kontroversial di tahun 2015 yang 
diberitakan oleh majalah The Economist Asia Edition (2015). Keputusan kontroversial tersebut 
adalah dilantiknya Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian (The Economist , 2015). 
Menurut sejumlah pihak, dilantiknya Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian merupakan 
perintah dari Megawati Soekarnoputri yang merupakan mantan Presiden Indoensia dan saat 
itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai PDIP. Beberapa saat setelah dilantik, KPK 
mengumumkan bahwa Budi Gunawan diindikasikan terjerat kasus korupsi (The Economist , 
2015). Setelah mengetahui hal tersebut, Presiden Jokowi mengambil tindakan cepat dengan 
melengserkan Budi Gunawan dan menggantinya dengan Badroidin Haiti. Setelah Badroidin 
Haiti memasuki masa pensiun, Presiden Jokowi menggantikannya dengan Tito Karnavian 
yang telah sukses dalam mengelola/memimpin tim Densus 88 Antiteror (The Economist , 
2015).  
4.4 Pemberitaan Media Mengenai Presiden Jokowi Tahun 2016 
Tahun 2016 menjadi tahun ke-2 masa kerja Presiden Jokowi. Berikut adalah 
pemberitaan mengenai keputusan dan pencapaian Presiden Jokowi di tahun 2016. 
4.4.1 Perubahan Struktur di Tahun ke-2 Masa Kerja Presiden Jokowi 
Teten Masduki membuka acara Indonesia Data Driven Journalism 2016, di Gedung 
Kridha Bhakti, Jakarta, Sabtu 5 Maret 2016, bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI) dan Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (Jaring) (Hanifiyani, 2016). Kegiatan 
tersebut dilakukan dalam rangka menguatkan dan melengkapi portal data.go.id untuk 
meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Portal data.go.id berisi seluruh 
data kementerian, lembaga pemerintahan, pemerintahan daerah, dan semua instansi lain yang 
terkait data yang berhubungan dengan Indonesia (Hanifiyani, 2016). Teten Masduki berharap 
portal data.go.id bisa memudahkan media dan masyarakat mengawasi pemerintah karena 
pertanggungjawaban segala bentuk pengeluaran pemerintah bukan hanya kepada parlemen, 
tetapi juga kepada seluruh masyarakat (Hanifiyani, 2016). 
Presiden Jokowi juga telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pengangkatan 
Komisaris  Jenderal (Purnawirawan) Gories Mere dan Diaz Hendroprijono sebagai anggota Staf 
Khusus Presiden (Budiman, 2016). Penambahan tersebut menjadikan jumlah anggota Staf 
Khusus Presiden menjadi enam orang. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah memiliki empat 
anggota staf, yaitu Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Lenis Kagoya, dan Johan Budi. Mengenai 
tugas dan wewenang kedua staf baru tersebut, Johan mengatakan tidak ada bidang khusus yang 
diemban keduanya. Menurut Johan, tugas staf khusus bergantung pada Presiden namun, dalam 
surat Keputusan Presiden, ada penugasan yang dibebankan langsung kepada staf khusus. 
"Misalnya saya, mengkomunikasikan dan membantu kehumasan di pemerintahan", ungkap 
Johan (Budiman, 2016). 
Presiden Jokowi mengungkapkan tujuan utama dari perombakan kabinet dikarenakan 
menteri-menteri tersebut tidak lagi mempunyai visi dan pandangan yang sama dengan Presiden 
Jokowi (Teresia, Amrullah, & Destrianita, 2016). Beberapa Menteri yang terkena dampak 
perombakan kabinet diantaranya adalah Anies Baswedan, Ignasius Jonan, Sudirman Said, Rizal 
Ramli, Yuddy Chrisnandi, Marwan Jafar, Saleh Husin, dan Ferry Mursyidan Baldan (Teresia, 
Amrullah, & Destrianita, 2016). Menteri Anies Baswedan terkena perombakan kabinet 
dikarenakan tidak mencapai target distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pos Menteri lain yang 
terkena dampak perombakan adalah Menteri Perhubungan yang pada saat itu dijabat oleh 
Ignasius Jonan. Ignasius Jonan terkena perombakan karena telah berulang kali “bandel” atau 
tidak patuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Yuddy Chrisnandi yang pada saat itu menjabat 
sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
terkena perombakan dikarenakan kinerja yang tidak memuaskan. Lebih lanjut, Preiden Jokowi 
juga merombak dua Menteri yang terlibat “cekcok”, yakni Rizal Ramli dan Sudirman Said. 
Selain itu juga, Presiden juga merombak Menteri-Menteri lainnya yang dianggap minim 
kontribusi dan memiliki kinerja yang tidak memuaskan (Teresia, Amrullah, & Destrianita, 2016).  
Selain permasalahan perombakan kabinet di atas terdapat seorang Menteri di Kabinet Kerja 
era Presiden Jokowi yang terkena masalah kepemilikan paspor Indonesia dan paspor Amerika 
Serikat yaitu Arcandra Tahar (Sunudyantoro, Teresia, Agustina, & Rafiq, 2016). Menurut 
Pratikno yang menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa Arcandra Tahar 
memenuhi panggilan Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 
Presiden Jokowi memanggil pulang Arcandra Tahar yang telah tinggal di Amerika Serikat selama 
20 tahun dikarenakan rekam jejak yang baik yang dimiliki, selain itu Arcandra Tahar telah 
memiliki sejumlah hak paten pada bidang perminyakan dengan kualifikasi internasional 
(Sunudyantoro, Teresia, Agustina, & Rafiq, 2016). Presiden Jokowi segera mengambil tindakan 
dengan menggelar rapat bersama para Menteri setelah permasalahan tersebut muncul ke 
permukaan. Pada rapat tersebut Presiden Jokowi meminta untuk segera diberikan solusi terkait 
dengan permasalahan paspor ganda Arcandra Tahar. Kemudian Presiden Jokowi berpesan bahwa 
posisi Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM tetap harus dipertahankan mengingat rekam jejak 
baik yang dimiliki oleh Arcandra Tahar (Sunudyantoro, Teresia, Agustina, & Rafiq, 2016). 
Selain menunjuk Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Presiden Jokowi menunjuk Sri 
Mulyani untuk menjadi Menteri Keuangan (Aprianto, Adityowati, & M.P, 2016). Presiden 
Jokowi meunjuk Sri Mulyani menjadi bagian dari Kabinet Kerja karena pengalaman dan jaringan 
kerja yang luas untuk memperkuat tim ekonomi yang pada saat itu sedang melemah (Aprianto, 
Adityowati, & M.P, 2016). Sebelum menyetujui untuk menjadi Menteri Keuangan pada kabinet 
Presiden Jokowi, Sri Mulyani memberikan tiga syarat kepada Presiden Jokowi yaitu, Sri Mulyani 
diberikan kewenangan penuh dalam mengelola anggaran, diberikan keamanan secara politik 
setelah Aburizal Bakrie tidak lagi memimpin Partai Golongan Karya (Golkar), dan Rizal Ramli 
tidak lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman karena Sri Mulyani memiliki 
pandangan ekonomi yang berbeda tajam dengan Rizal Ramli. Sri Mulyani menjadi Menteri 
Keuangan pada Kabinet Kerja era Presiden Jokowi dengan menggantikan Bambang 
Brodjonegoro karena permasalahan komunikasi politiknya yang dianggap terlalu “mesra” 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Aprianto, Adityowati, & M.P, 2016). 
4.5 Pengembangan Data Pendukung (Buku Biografi & Akun Media Sosial) 
4.5.1 Analisa Buku Biografi Presiden Joko Widodo 
Pemberitaan mengenai Presiden Jokowi jika dikaitkan dengan teori komunikasi massa 
yang mana menurut McQuail (2012) media massa adalah alat yang dirancang untuk menjangkau 
masyarakat secara luas. Masyarakat, secara luas dipandang sebagai konsumen dari media massa 
yang memungkinkan terjadinya suatu proses hubungan antara pengirim dan penerima pesan 
(McQuail, 2012). Pengirim pesan merupakan suatu lembaga atau seorang komunikator 
professional (jurnalis, presenter, produser, penghibur, dan lain-lain) dan proses dari hubungan 
tersebut bersifat satu arah (McQuail, 2012). Berdasarkan situasi tersebut, Presiden Jokwi telah 
menggunakan media massa pada setiap kegiatannya serta memanfaatkan teknologi media baru 
seperti soial media network untuk menyampaikan pesan atau memberi penjelasan mengenai 
kegiatannya kepada masyarakat Indonesia secara luas. Pemberitaan mengenai Presiden Jokowi 
memiliki distribusi dan penerimaan konten dalam skala besar yang merupakan salahsatu ciri dari 
komunikasi massa.  
Terlebih Presiden Jokowi sudah banyak menjadi perbincangan diberbagai media, dan 
dikenal dengan sebutan raja media sosial (Kartajaya, 2014). Pencarian nama Presiden Jokowi 
melalui search engine seperti Google akan muncul 14.200.000 berita yang memperbincangkan 
Presiden Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur Solo/Surakarta (Kartajaya, 2014). Terdapat 
pemberitaan mengenai kritik terhadap Jokowi tetapi hanya sedikit dibandingkan dengan 
pemberitaan yang positif (Kartajaya, 2014). Menurut Kartajaya (2014) dalam bukunya yang 
berjudul „Media darling ala Jokowi: Menjadi sosok yang disukai media‟ menjelaskan jika 
Jokowi diserang oleh lawan politiknya di media, banyak masyarakat yang akan membela Jokowi 
(Kartajaya, 2014) 
Menurut Kartajaya (2014, h. 48) pembelaan masyarakat terhadap pemberitaan negative 
yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dapat terjadi karena kekuatan media darling yang 
dimiliki oleh Presiden Jokowi. Melalui kekuatan media darling  akan muncul proses framing 
yang menjadi bagian dari produksi media. Ketika isu-isu negatif mencuat maka pembelaan dapat 
muncul melalui media yang mengkonstruski Presiden Jokowi dengan  frame yang  positif. 
“Media darling itu menebar pesona sehingga media terus menerus mengincarnya. Ada 
Kecenderugan media memperlakukan secara berlebihan, tetapi itulah fakta jika seseorang 
menjadi kesayangan media. Rasa sayang yang berlebihan membuat media darling  acap kali 
„dilindungi’ dari sorotan negatif (Kartajaya, 2014).” 
 
Kartajaya (2014) dalam bukunya „Media Darling Ala Jokowi: Menjadi sosok yang 
disukai media‟ menyatakan bahwa terdapat tujuh faktor yang menjadikan Presiden Jokowi 
sebagai salah satu media darling yaitu (Kartajaya, 2014): 
 
1. Bahasa tubuh Presiden Jokowi yang akrab berhadapan dengan kamera 
Presiden Jokowi memahami tentang semiotika gambar yang dijadikan modal bagi 
pencitraannya. Jokowi pandai menggunakan kekuatan foto untuk mendongkrak personal 
branding dirinya.  
2. Presiden Jokowi pandai menggunakan kekuatan visual 
Presiden Jokowi mampu membangun momen yang bersifat eyes catching yang 
menimbulkan getaran bagi yang melihat dan membuat Presiden Jokowi selalu diingat. 
3. Terbuka pada fotografer 
Presiden Jokowi bersedia diatur oleh para fotografer untuk menghasilkan foto yang 
„bernilai‟. 
4. Presiden Jokowi sering berbincang dengan wartawan 
Presiden Jokowi menganggap awak media sebagai rekan kerja dan measa tidak perlu 
untuk menutupi sesuatu dari media. 
5. Presiden Jokowi terbuka kepada media mengenai urusan pribadinya 
Adakalanya Presiden Jokowi membicarakan kehidupan keluarganya maupun hobinya 
sehingga dapat mencairkan susasana. 
6. Mengetahui momen yang meiliki nilai berita 
Presiden Jokowi mengetahui bagaimana memberikan pernyataan yang dapat menjadi 
konsumsi media. Awak media tidak merasa dirugikan jika harus menunggu Presiden 
Jokowi karena berita yang diberikan pasti memiliki ‟nilai‟. 
7. Kebehasilan Presiden Jokowi membangun personal brand di media mainstream Presiden 
Jokowi banyak menjadi perbincangan sehingga dijuluki dengan raja media sosial. 
Kondisi tersebut dapat meningkatkan elektabilitasnya di ranah politik.  
4.5.2 Interaksi Presiden Jokowi dengan Masyarakat 
Presiden Jokowi berjanji kepada masyarakat pada masa kampenye untuk menampilkan 
kabinet yang bersih, professional dan loyal (Geovanie, 2017). Presiden Jokowi juga berjanji 
untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia secara cepat. Untuk 
mewujudkan janji-janji tersebut dukungan rakyat merupakan salah satu faktor penting 
(Geovanie, 2017).  Hubungan Presiden Jokowi dan rakyat terdapat hubungan simbiosis 
mutualisme, hubungan yang saling membutuhkan (Geovanie, 2017).  
Sebagai pemimpin rakyat, Jokowi mengubah wajah istana yang angkuh menjadi istana 
rakyat. Di Istana, Jokowi tinggal, dan di Istana, Jokowi memperbanyak dialog dan sering 
mengajak rakyat ikut “menikmati” kemegahannya. Mengajak rakyat ke Istana di satu sisi, dan 
tradisi blusukan di sisi lain, merupakan kombinasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Presiden 
Jokowi selalu berusaha untuk menjawab segala tuduhan, cibiran dengan respon positif.  
Blusukan menjadi salah satu ciri khas Presiden Jokowi untuk berinteraksi dengan 
masyarakat. Kunjungan Presiden Jokowi ke daerah yang terlihat berbda dengan kunjungan para 
pejabat pemerintah lainnya sepertinya berhasil mendapatkan apresiasi tersendiri dihati 
masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi memiliki official website serta social media network 
sebagai salah satu sarana penyebaran pesan kepada masyarakat. Website dan akun sosial media 
tersebut dikelola langsung oleh Presiden Jokowi bersama tim media sosial yang berada di bawah 
naungan Kementerian Sekretariat Negara RI. Keberadaan website dan social media network 








Masyarakat dapat mengakses http://presidenri.go.id untuk mengetahui aktivitas Presiden 
Jokowi seperti, blusukan, info kementerian, program prioritas dan lain sebagainya. Selain itu, 
website presidenri.go.id menyediakan laporan kerja Presiden Jokowi secara keseluaruhan di tiap 
sektor pemerintahan yang dapatdiunduh secara gratis oleh masyarakat. Website tersebut juga 
telah terintegrasi dengan akun media sosial Presiden Jokowi lainnya seperti Instagram, 








Gambar 4.2 Tampilan website http://presidenri.go.id milik Presiden Jokowi 




Kegiatan keseharian Presiden Jokowi dapat diakses melalui akun Instagram Presiden 
Jokowi, @jokowi.  Presiden Jokowi memiliki 7.6m followers dan telah memposting 462 foto (update 
terakhir dilihat peneliti pada 22 Januari 2018). Foto pertama yang diposting oleh Presiden Jokowi pada 
tanggal 04 Januari 2016 mengenai peluncuran 4G. Foto yang diposting oleh Presiden Jokowi 
melalui akun Instagram @jokowi selalu mendapatkan puluhan ribu likes dan ratusan komentar 













Bagi masyarakat yang menggunakan Facebook dapat mengunjungi akun Presiden Jokowi 
yang telah aktif sejak 20 Oktober 2014 dan Twitter (@jokowi) yang mulai aktif sejak 21 Juni 
2015. Postingan pertama Presiden Jokowi di Facebook (Presiden Joko Widodo) pada 20 Oktober 
Gambar 4.4 Tampilan Facebok Presiden Jokowi 
Gambar 4.5 Tampilan akun Twitter Presiden Jokowi (@jokowi) 
2014. Sedangkan tweet  pertama Presiden Jokowi di Twitter @jokowi dimulai pada 21 Juni 
2015. 
Adapun video kerja dan kunjungan dapat diakses melalui akun YouTube Presiden Jokowi 
yang dibuat pada 06 Mei 2015. Presiden Jokowi memiliki sekitar 480.677 subscriber. Akun 
YouTube Presiden Jokowi semakin ramai dikunjungi masyarakat saat Presiden Jokowi membuat 
video blog (vlog) atau yang dikenal dengan #JokowiVlog dimulai pada tahun 2017. Kepopuleran 
akun YouTube Presiden Jokowi juga dipengaruhi oleh anak bungsunya Kaesang Pangarep yang 














Gambar 5.5 Tampilan akun YouTube Presiden Joko Widodo 
Gambar 4.6 Tampilan akun Youtube Presiden Jokowi 
 
